[bookmark: _Toc137007030][bookmark: _Toc139627434]BAB III
[bookmark: _Toc131447576][bookmark: _Toc137007031][bookmark: _Toc137781683][bookmark: _Toc139627435]OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN
[bookmark: _Toc137007032][bookmark: _Toc139627436]3.1 Objek Penelitian
3.1.1. [bookmark: _Toc137007033][bookmark: _Toc139627437]Sejarah Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka ( DP3AKB )
[bookmark: _Hlk137453477]Berdasarkan Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta Lampirannya mengamanatkan bahwa Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/ kota, termasuk Kabupaten Majalengka. 
[bookmark: _Hlk137453512]Untuk menyelenggarakan kedua urusan wajib tersebut Pemerintah Kabupaten Majalengka  telah menetapkan PERDA No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, diantaranya membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). 
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka, terdiri dari satu sekretaris (terdiri dari 3 Sub Bagian) dan empat Bidang, yaitu : Bidang Penguatan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Perempuan (3 seksi), Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (2 seksi), Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga (3 seksi) dan, Bidang Pelayanan Keluarga Berencana  (2 seksi) serta Kelompok Jabatan Fungsional. 
[bookmark: _Hlk137453540][bookmark: _Hlk137453555]Pada tahun 2019 telah dilaksanakan perubahan organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Majalengka.  Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dengan type A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yang meliputi Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak,  Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, serta , Bidang Keluarga Berencana. 
[bookmark: _Toc123671226][bookmark: _Toc137007034][bookmark: _Toc139627438]3.1.2 Struktur Organisasi DP3AKB Kabupaten Majalengka
[bookmark: _Hlk137453577]Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. 
Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :  
a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;  
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;  
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana; 
Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, terdiri dari : 
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahkan: 
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Keuangan; dan 
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 
c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan: 
1. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; 
2. Seksi Pengarusutamaan Gender. 
d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahkan: 
1. Seksi Perlindungan Perempuan; 
2. Seksi Perlindungan Anak; dan 
3. Seksi Pemenuhan Hak Anak. 
e. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan: 
1. Seksi Pengendalian Penduduk; 
2. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; dan 
3. Seksi Institusi Masyarakat Pedesaan dan Komunikasi, Informasi, Edukasi. 
d. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, membawahkan: 
1. Seksi Ketahanan Keluarga; dan 
2. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. 

[bookmark: _Toc123671227][bookmark: _Toc137007035][bookmark: _Toc139627439]3.1.3  Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan,Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka
Dalam rangka pencapaian Visi tersebut, maka telah ditetapkan Misi, Tujuan, dan Sasaran sebagaimana  berikut : 
Misi 
· Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama
· Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat
· Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya
· Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sector pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani
· Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat  desa



Tujuan
· Mewujudkan nilai-nilai agama dalam prilaku kehidupan masyarakat
· Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor
· Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat
· Mewujudkan tatakelola pemeritahan yang baik
· Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing
· Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa
Sasaran
· Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama
· Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor
· Pengurangan Tingkat Kemiskinan
· Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat
· Terwujudnya akuntabiltas kinerja, Terwujudnya akuntabilitas Keuangan, Meningkatnya kualitas pelayanan public, Meningkatknya profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN
· Meningkatnya Mutu pendidikan, Meningkatnya Derajat Kesehatan, Masyarakat Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman, Meningkatnya kesejahteraan Petani, Meningkatnya kunjungan wisata, Meningkatnya Investasi sektor Industri, Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa, 
· Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa 
Prioritas Pembangunan Daerah sebagai pendukungan terhadap pencapaian visi dan misi. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023, meliputi: 
1. Peningkatan Nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan bermasyarakat; 
2. Penanggulangan kemiskinan; 
3. Pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar sektor; 
4. Peningkatan kualitas pelayanan public di sektor Pendidikan, Kesehatan dan reformasi birokrasi; 
5. Pengembangan sektor unggulan pariwisata, pertanian dan industry; 
6. Mewujudkan kemandirian desa. 
[bookmark: _Toc123671228][bookmark: _Toc137007036][bookmark: _Toc139627440]3.1.4 Kedudukan,Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Drusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. 
Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :  
a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;  
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;  
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana; 











[image: ]Secara rinci Struktur Organisasi, Tugas Pokok,  dan Fungsi masingmasing dijelaskan sebagai berikut :
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3.2.2 Struktur  Organisasi









Sumber : Buku Profil DP3AKB,2021

3.1 Gambar Struktur Organisasi




[bookmark: _Toc137007037][bookmark: _Toc139627441]3.2 Metode Penelitian 
[bookmark: _Toc137007038][bookmark: _Toc139627442]3.2.1 Metode Penelitian yang digunakan 
Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah metode naturalistik yaitu metode penelitian yang digunakan pada penelitian yang berlatar alamiah. Adapun strategi yang digunakan dalam penelitian kualitatif pada umumnya adalah studi kasus ( case study ). Studi kasus dapat dilakukan di organisasi.
[bookmark: _Toc137007039][bookmark: _Toc139627443]3.2.2 Desain Penelitian
Desain Penilitian yang digunakan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah desain penelitian deskriptif yaitu desain penelitian dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan maslah yang ditemukan di lapangan untuk kemudian menganalisnya berdasarkan suatu teori yang dipilih oleh penliti sebagai pisau analisis.
[bookmark: _Toc137007040][bookmark: _Toc139627444]3.3 Informan dan Teknik Pengumpulan Data
[bookmark: _Toc137007041][bookmark: _Toc139627445]3.3.1 Informan
 	Informan Adalah orang yang memberikan informasi/data yang diperlukan dalam penelitian. Informan mempunyai peranan yang sangat penting dalam penelitian kualitatif karena merupakan sumber data utama. Data dari informan diperoleh melalui wawancara mendalam ( indent interview )




Terdapat 2 informan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu : 
a. Informan Kunci 
Informan yang banyak mengetahui tentang masalah  yang di teliti
· Kepala Bidang Pemberdayaan perempuan

b. Informan pendukung
Informan – informan lain di luar informan kunci 
· Pegawai di Bidang Pemberdayaan perempuan
[bookmark: _Toc137007042][bookmark: _Toc139627446]3.3.2 Teknik Pemilihan Informan
[bookmark: _Toc137007043][bookmark: _Toc139627447]3.3.3 Teknik Pengumpulan Data
 Menurut Sugiyono ( 2017 : 224 ) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam pemelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa pengetahui teknik pengumpulkeun data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.Pengumpulan data dalam peneliti kualitatif menggunakan tektik observasi partisipasif, wawancara mendalam ( indepth interview ) , dan dokumen.









[bookmark: _Toc137007044][bookmark: _Toc139627448]3.4 Operasionalisasi Konsep Penelitian 
Tabel 3.1 Tabel Operasional  Penelitian
	Konsep
	Dimensi
	Parameter

	1. Dr. Kartini Kartono ( 2016 : 359 )Pemimpin dan Kepemimpinan
















2. Prof. Dr. H. Edy sutrisno, M.SI. ( 2015 : 244 ) Manajemen Sumber Daya Manusia
	1. Kemampuan mengambil keputusan 
	· Mampu Mengambil Keputusan dengan tepat 
· Kepemimpinan dan faktor dalam mengambil keputusan serta aspeknya

	
	2. Kemampuan Motivasi 
	· Memberikan motivasi langsung dan 
· Memberikan motivasi tidak langsung.

	
	3. Kemampuan Komunikasi
	· Komunikasi Secara Langusng
· Komunikasi Secara tidak langsung.

	
	4. Kemampuan menciptakan lingkungan kerja yang sehat 
	· Menciptakan lingkungan kerja yang baik.
· Menyelesaikan Sebuah konflik

	
	5. Tanggung jawab 
	· Membangun Kepercayaan 
· Membangun pengawasan

	
	1. Kemampuan
	· Mempunyai Kemampuan untuk melaksanakan tugas
· Profesionalisme dalam bekerja

	
	2. Meningkatkan hasil yanng dicapai
	· Berusaha untuk meningkatkan hasil yang dicapai
· Mampu menyelesaikan pekerjaan

	
	3. Semangat kerja
	· Usaha untuk lebih baik dari hari kemarin. 
· Etos kerja dan hasil yang dicapai

	
	4. Pengembangan diri
	· Senantiasa mengembangkan diri untuk meningkatkan kepuasan kerja
· Komponen 

	
	5. Mutu
	· Selalu berusaha untk meningkatkan mutu lebih baik dari yang telah lalu
· Memberikan hasil yang terbaik



[bookmark: _Toc137007045][bookmark: _Toc139627449]3.5 Pengujian Keabsahan Data
Uji Keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan drajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan gaya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian, data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan dia yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitiaan ( Sugiono, 2017 : 267 ) 

[bookmark: _Toc137007046][bookmark: _Toc139627450]3.6 Teknik Analisi Data
Pada tahap ini data digunakan sedemikian rupa untuk memperoleh kebenaran yang digunakan untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Peneliti menggunakan teknik analisis data Miles and Huberman dalam Sugiyono (2017: 246-253) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu:
1. Reduksi Data (Data reduction)
Mereduksi data sama dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting.
2. Penyajian Data (Data Display)
Setelah melakukan reduksi data, tahap selanjutnya ialah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)
Tahap ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan, menarik kesimpulan ialah data yang telah diproses kemudian ditarik kesimpulan atau maknanya.
1.7 [bookmark: _Toc137007047][bookmark: _Toc139627451]Jadwal Penelitian
[bookmark: _Toc137007048][bookmark: _Toc137781700][bookmark: _Toc139627452][bookmark: _Hlk131542314]Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindung Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam waktu 4 bulan, Mulai dari bulan Maret 2023 sampai bulan Juni 2023 Adapun rencana jadwal penelitian sebagai berikut :
[bookmark: _Toc137781701][bookmark: _Toc139627453]Tabel 3.2
 Jadwal Penelitian

	

No
	

Kegiatan
	2023
	

	
	
	Maret 
	April 
	Mei 
	Juni 
	Juli

	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	I
	Tahap Persiapan

	1
	Studi Literatur
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Pengamatan 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Penyusunan dan Bimbingan Proposal 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Seminar Proposal 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Tahap Pelaksanaan 

	1
	Penelitian 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Wawancara 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Pengolahan data 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Penyusunan dan Bimbingan Hasil Akhir
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Tahap Akhir 
	
	
	
	

	1
	Seminar Hasil Penelitian 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Revisi Seminar Hasil Penelitian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Sidang Skripsi 
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